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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah yang pertama 
didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Meskipun perkembangannya agak 
terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan 
syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 
hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlan bank syar  iah di 
Indonesia bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit 
usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 
hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. 
Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 
2005 diperkirakan cukup baik. Industri Perbankan syariah diprediksi masih akan 
berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi 
November 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun 
rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, 
volume usaha perbankan syariah di akhir 2005 diperkirakan akan mencapai 
sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industry 
perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan 
nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume 
usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha 
syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luar. Dana pihak 
ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan 
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jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005
1
. Untuk 
menjamin bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka setiap bank 
Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai 
prinsip Muamalah Islam. Selain itu, di bank ini juga dibentuk Dewan Pengawas 
Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.2 
Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu 
masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi 
transaksi yang sesuai dengan syariah.  
Menurut fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang 
(take over) bisa menggunakan salah satu dari empat alternatif yaitu: 
1. Qard dan Murabahah 
2. Syirkah al-milk dan Murabahah 
3. Qard dan Ijarah 
4. Qard dan IMBT (Ijarah Muntahiya bit-Tamlik) 
 Adapun pembiayaan kredit pemilikan rumah di bank BJB Syariah 
menggunakan alternatif yang ke-tiga, yaitu qard dan ijarah. Sedangkan di Bank 
Syariah Mandiri menggunakan alternatif satu, yaitu qard dan murabahah. 
Bank Syariah menawarkan beberapa prodak pembiayaan yang salah 
satunya adalah pembiayaan melalui take over. Dalam hal ini, atas permintaan 
nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah ke bank 
konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan 
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Direktorat Perbankan Syariah Bank Indnesia, Laporan Perkembangan Perbankan 
Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 65.  
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 Karnaen Perwata Atwaja Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 
(Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf , 1992), hlm. 2. 
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qard, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah 
kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank 
konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank 
syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan take 
over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap 
transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas 
permintaan nasabah.
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Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus 
bunga, bank syariah memberikan jasa qard karena alokasi penggunaan tidak 
terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan 
terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah 
memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa untuk 
menalangi hutang yang berbasis bunga. 
Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat 
mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, 
yakni pembiayaan take over atau pembiayaan nontake over.
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Dalam hal pembiayaan tersebut termasuk pembayaan take over yang 
berbentuk sindikasi, maka hal pertama yang harus diidentifikasi oleh bank syariah 
adlah apakah hutang nasabah hanya terdiri dari hutang pokok atau hutang pokok 
plus bunga. Jika hanya terdiri dari hutang pokok, langkah pertama yang diberikan 
oleh bank adalah pemberiah jasa hiwalah. Namun jika hutang nasabah terdiri dari 
hutang pokok plus bunga, langkah pertama yang dilakukan bank syariah adalah 
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 Adiwarman A. Karim, Bank Islam:Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta:PT. Raja 
Grafindo Persana, 2013), hlm. 248 
4
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memberikan qard kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya di 
bank konvensional dan asset tersebut menjadi hak milik nasabah secara penuh. 
Setelah proses identifikasi tentang bentuk-bentuk sindikasi dilakukan, bank 
syariah membeli secara tunai asset nasabah yang menjadi objek pengalihan hutang 
tersebut untuk kemudian disewabelikan kembali kepada nasabah melalui akad 
IMBT.
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Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (IMBT) 
adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya 
akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat 
kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.
6
Penerapan akan 
IMBT ini pada hakikatnya adalah untuk menghindari terjadinya bai’ al-inah yang 
merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syariah. Perbankan 
syariah yang melakukan pembiayaan take over diantaranya yaitu Bank Jabar 
Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Dalam aplikasinya, take over 
pembiayaan KPR di Bank Jabar Banten Syariah ini menggunakan akad qard dan 
ijarah sedangkan di Bank Syariah Mandiri menggunakan akan qard dan 
murabahah.Dari kedua bank syariah tersebut terdapat perbedaan pada akad yang 
digunakan. Bank Jabar Banten Syariah memilih menggunakan akad qard dan 
murabahah pada take over pembiayaan KPR, sedangakan Bank Mandiri Syariah 
lebih memilih menggunakan akad qard dan murabahah. Sehingga penulis ingin 
mengetahui alasan dari kedunya mengenai perbedaan akad yang digunakan pada 
take over pembiayaan KPR. 
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B. Rumusan Masalah 
Pembiayaan take over pada bank syariah di atur dalam fatwa NO.31/DSN-
MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang yang mengatur beberapa alternatif akad 
pada pembiayaan secara take over. Perbankan syariah yang melakukan take over 
pembiayaan KPRdiantaranya adalah Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah 
Mandiri. Dalam aplikasinya take over pembiayaan KPR di Bank Jabar Banten 
Syariah menggunakan akad qard dan ijarah sedangkan Bank Syariah Mandiri 
menggunakan akad qard dan murabahah. Dari pemaparan tersebut terdapat 
perbedaan diantara Bank Jabar Banten Syariah dengan Bank Mandiri Syariah 
pada akad yang digunakan untuk take over pembiayaan KPR. Sehingga timbul 
beberapa pertanyaan dari peneliti sebagai berikut: 
1.  Mengapa Bank Jabar Banten Syariah menggunakan akad ijarah dalam take 
over pembiayaan KPR sedangkan Bank Syariah Mandiri menggunakan akad 
Murabahah? 
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan take over dalam pembiayaan KPR di 
Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri? 
3. Bagaimana harmonisasi akad yang digunakan dalam take over pembiayaan 
KPRdi Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri dengan  Fatwa 
N0. 31/DSN-MUI/VI/2002? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui alasan Bank Jabar Banten Syariah menggunakan akad 
ijarah dan Bank Syariah Mandiri menggunakan akad murabahah pada 
take over pembiayaan KPR. 
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2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan take over dalam pembiayaan 
KPR di Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri. 
3. Untuk mengetahui harmonisasi antara pelaksanaan akad take over dalam 
pembiayaan KPRdi Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri 
dengan Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002. 
D. Kegunaan Penelitian: 
1. Manfaat Akademis 
a. Secara teoritis peneitian di ditunjukan sebagai sarana untuk 
mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan 
tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka 
penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan Hukum 
Ekonomi Syariah. 
b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengayaan 
kurikulum hukum ekonomi (ekonomi Islam) khususnya mengenai 
Hukum Ekonomi Syariah. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teori 
terhadap perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta 
memperkaya khazanah pada bidang akad dalam Hukum Ekonomi 
Syariah. 
a. Manfaat Praktisi 
Bagi para pelaku ekonomi syariah penelitian ini diharapkan mampu 
mengupayakan rumusan Hukum Ekonomi Syariah yang seimbang dan 
sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. 
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b. Lingkup Penelitian 
Untuk tidak menimbulkan bias penafsiran, maka penelitian ini dititik 
beratkan pada aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah mengenai 
pelaksanaan pembiayaan secara take over pada perbankan syariah. 
E.  Studi Terdahulu 
  Oleh Nining Widya Ningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan 
judul skripsi “Akad Pembiayaan Take Over Pemilikan Rumah Syariah di Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut” dari skripsi tersebut 
menyimpulkan bahwa korelasi antara pembiayaan take over dengan akad qard 
dan murababah dalam kredit pemilikan rumah syariah dalam pelaksanaannya 
menimbulkan masalah dalam penetapan margin dan bai’ al-inah, maka akad yang 
lebih sesuai untuk pembiayaan take over kredit pemilikan rumah adalah akad 
musyarakah mutanaqisah
7
.  
  Persamaan dari skripsi ini terletak pada produk yang diteliti yaitu produk 
take over Pemilikan Rumah, sementara perbedaannya terletak pada masalah yang 
diteliti. Dalam skripsi ini hanya membahas mekanisme dan akad yang digunakan 
pada take over dari satu bank syariah, sedangkan skripsi yang saya teliti lebih 
kepada komparasi antara Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Mandiri 
pada take over pembiayaan KPR. 
Oleh Siti Ni'matul Hidayah, (2011) dengan judul skripsi thesis 
“Pembiayaan Take Over Pada Pt. BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut 
Perspektif Ekonomi Islam”.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru 
menerima plafon terendah yang di take over-kan Rp. 25 juta, maksimal tidak 
melebihi jumlah jaminan yang di take over-kan dan telah berjalan pada bank yang 
lama minimal 1 tahun serta maksimal jangka waktu pembiayaan 10 tahun. Calon 
debitur harus memenuhi aspek legalitas sebagaimana yang disyaratkan dan 
kemudian akan dianalisa oleh pihak PT. BNI Syariah. Sistem pembiayaan ini 
didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 
tentang pengalihan utang dan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah.
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Adapun persamaan dari skripsi ini terletak pada produk yang diteliti yaitu 
produk pembiayaan take over dan dilihat dari prespektif ekonomi syariah beserta 
fatwa yang digunkan, sementara perbedaan dari skripsi ini lebih membahas 
mengenai batas minimal dan maksimal plafon serta ketentuan nasabah untuk 
mengajukan take over. Sementara pada skripsi yang saya teliti ini membahas 
mengenai akad yang digunakan pada take over di Bank Jabar Banten Syariah dan 
Bank Syariah Mandiri. 
Oleh Faizal Azmi Ginanjar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan 
judul skripsi “Pembiayaan Take Over Pada BRI Syariah KCP. Cimahi” dari 
skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan take over pada BRI Syariah 
KCP. Cimahi telah mendekati alternatif satu pada fatwa No. 31/DSN-
MUI/VI/2002 yaitu menggunakan akad qard dan murabahah. Meskipun akad 
yang digunakan telah sesuai syariah, akan tetapi dalam pelaksanaan akad tersebut 
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Siti Ni’matul Hidayah, Pembiayaan Take Over Pada Pt. BNI Syariah Cabang 
Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam, http://repository.uin-
suska.ac.id/id/eprint/1888diakses pada tanggal 20 Noverber 2017 pukul 12.51 
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menjadi tidak sah karena telah mendekati jual beli yang dilarang yaitu jual beli 
al’inah dan terdapat dua jual beli dalam satu transaksi yang dilarang.9 
Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas produk 
pembiayaan take over dan alternatif yang digunakan berdasarkan fatwa No. 
31/DSN-MUI/VI/2002. Sementara perbedaannya terletak pada fokus 
permasalahan yang diteliti. Dalam skripsi ini hanya membahas mekanisme dan 
akad yang digunakan pada take over dari satu bank syariah saja, sementara skripsi 
yang saya teliti lebih kepada komparasi antara Bank Jabar Banten Syariah dan 
Bank Syariah Mandiri pada take over pembiayaan KPR. 
F. Kerangka Pemikiran 
 Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang 
keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya 
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang 
keuangan, apakah kegiataanya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan 
dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.
10
 
Pendirian lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mempromosikan dan 
mengembangkan peranan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam 
transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang 
dimaksud dengan prinsip syariah merupaakaan prinsip hukum Islam dengan 
kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan ioleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 
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Prinsip syariah yang di anut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-
nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan universal (rahmatan lil a’lamin).11 
Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
berdasarkan fatwa yang dikeluaarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam menetapkan fatwa di bidng syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI)
12
 
Pemerintahtelah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan 
kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank Islam, baik Bank Umum Syariah 
maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah dalam 
menjalankan usahanya diatur oleh Bank Indonesia melalui Pasal 36 Peraturan 
Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan itu antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1. Penghimpunan Dana 
a) Giro berdasarkan prinsip Wadi’ah 
b) Tabungan berdasarkan prinsip wadi;ah atau mudharabah 
c) Deposito berjangka berdasarkan mudharabah 
2. Penyaluran Dana 
a) Prinsip jual beli 
(1) Murabahah 
(2) Istishna 
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 Andri Soemirto, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Prenada Media 
Group, 2010), hlm. 36. 
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Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbaankan Syariah, (Bandung:Refika Aditama, 2009), 
hlm. 5. 
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(3) Salam 
b) Prinsip bagi hasil 
(1) Mudharabah 
(2) Musyarakah 
c) Prinsip sewa menyewa 
(1) Ijarah 
(2) Ijarah muntahiya bittamlik 
d) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard 
3. Jasa Pelayanan 
a) Wakalah 
b) Hawalah 
c) Kafalah 
d) Rahn13 
Satu-stunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan perbankan syariah 
adalah Qard dan turunannya Qardhul Hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, 
maka pinjaman qard merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khususnya 
pinjaman qard merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersil tetapi 
bersifat social.
14
 
Qard adalah meminjam harta kepada orang lain tanpa mengharapkan 
imbalan. Menurut pasal 19 ayat 1 (satu) huruf e UUD No. 21 tahun 2008, yang 
dimaksud dengan qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan 
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2006), hlm. 101-102. 
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Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm.46. 
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ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada 
waktu yang disepakati. Sedangkan menurut pasal 3 peraturan Bank Indonesia 
(PBI) No. 9/19/PBI/2007. Qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa 
imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjamana 
secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 
Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 : 
 
 
دُوُقعْلِاب اُوفَْوأ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي  
 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”(Q,S Al-Maidah 
:1)
15
 
Ijarah  didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/ajasa 
dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah nasional. 
Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam  
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan itu sendiri. 
16
 Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap 
benda atau sewa-menyewa, dan ijarah  atas pekerjaan atau upah-mengupah. 
Penyewa dan pihak yang menyewakan sepakat untuk menentukan harga sewa dan 
jangka waktu sewa. Dalam menerapkan prinsip sewa, bank syariah memberikan 
kredit kepemilikan asset, misalnya kredit kepemilikan rumah dengan menetapkan 
harga sewa setiap periode dan besarnya cicilan untuk mengangsur harga rumah 
tersebut.
17
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 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 
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 Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, Islamic Bank, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 
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Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan 
yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hokum ijarah sesuai dengan 
keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum 
ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti 
benda yang tampak.
18
 
Menurut Pasal 1 angka (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit 
Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi 
masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan menurut Prof. Dr. 
Abdul Ghafur Ansahri, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban 
berprestasi pada saalah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan 
atau dengan melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu 
pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitupula sebaliknya.
19
 
Adapun syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat 
umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang 
harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut 
bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara. Yang dimaksud syarat khusus  adalah  
bagian syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan 
apada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah.   Dan 
keharusan penyerahan barang/objek akad pada al-‘uqud al-‘al-‘ainiyah.20 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang 
Pengalihan Hutang: 
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Alternatif I: 
1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut    
nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset 
yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara 
penuh (ماتلا كلملا). 
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan 
hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. 
3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya 
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan 
Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 
berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang 
sebagaimana dimaksud alternatif I ini. 
Alternatif III : 1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh 
(ماتلا كلملا) atas aset, nasabah dapat melakukan 
akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 
nomor 09/DSN-MUI/IV/2002. 
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi 
kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-
15 
 
 
 
G. Langkah-langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
  Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka metode 
yang digunakan adalah metode komparatif. Metode komparatifadalah penelitian 
yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 
persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang 
diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya 
masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang 
berbeda.
22
Dengan menggunakan metode komparatif ini penulis dapat 
membandingkan dan menggambarkan bagaimana prosedur dan tinjauan Fatwa 
DSN-MUI terhadap pembiayaan secara take over pada bank BJB Syariah Kantor 
Cabang Pembantu Rancaekek dan Bank Syariah Mandiri KC. Cibinong 
                                                          
21
Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang. 
22
Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58 
Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 
3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh 
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian 
talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2. 
4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan 
angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang 
diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan 
angka 2.
21
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2. Jenis Data 
  Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada 
Janis data kualitatif yaitu data yang berupa pendapat atau judgement sehingga 
tidak berupa angka, merupakan berupa kata atau kalimat.
23
 Jenis data yang 
dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini didapat dari hasil 
wawancara. dengan Back Office bank BJB Syariah KCP. Rancaekek dan 
Marketing Bank Syariah Mandiri KC. Cibinong, studi kepustakaan dan observasi 
langsung. 
3. Sumber Data 
Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian 
yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua 
bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 
a. Sumber data primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang dijadikan 
objek penelitian yakni lembaga keuangan syariah BJB Syariah KCP. 
Rancaekek dan Bank Syariah Mandiri KC. Cibinong. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur 
yang berbahasa Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang penulis 
teliti, dokumentasi (dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti). 
 
                                                          
23
Suyanto, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta:Prenada 
Media Group, 2006), hlm. 134. 
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4. Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Observasi  
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses take 
over. Dan penulis melihat langsung dari dekat realitas pelaksanaan akad qard 
dan ijarah pada take over pembiayaan KPRdi bank BJB Syariah KCP. 
Rancaekek dan pelaksanaan akad qard dan murabahah di Bank Syariah 
Mandiri KC. Cibinong. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi 
yang lebih akurat tentang prosedur take over pada bank BJB Syariah juga pada 
Bank Syariah Mandiri, baik mengenai pelaksanaan akad dan prosedur take 
over. 
b. Wawacara 
Teknik wawancara ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap 
informan mengenai masalah yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Adapun responden yang diwawancarai adalah Bank Jabar Banten 
Syariah KCP. Rancaekek dan Bank Syariah Mandiri KC. Cibinong. 
c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi 
Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu penelaahan terhadap buku-buku 
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
5. Analisis Data 
18 
 
 
Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. 
Dalam pelaksanaanya penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Menghimpun pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam buku-buku yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
b. Mengkategorikan masalah-masalah yang sedang diteliti. 
c. Menginterpretasikan atau menghubungkan masalah-masalah yang akan diteliti. 
Menyimpulkanmasalah-masalahyangditeliti. 
